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The general elections to choose regional leaders in the 
province of Bali is mandated by  Undang-undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pilkada (Law Number 10 Year 2016 about 
local leader election). Pilkada (pemilihan kepala daerah) or the 
local leader election based on the principle of democracy, they 
are “direct, general, free and secret, honest, and fair (langsung, 
umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil or luberjurdil)” based 
on Pancasila and the 1945 constitution. Pilkada is the 
responsibility of the central government and local government 
so that the community can actively exercise their suffrage and 
obtain comprehensive information on the stages, profiles or 
figures, and capacity of Paslon (pasangan calon, the 
candidates). Selection of regional heads simultaneously in 2018 
in the Province of Bali has been running safely, orderly, and 
successful so it is expected to produce a good Bali leader. This 
year the election is to choose the Governor and Vice Governor 
of Bali, the Bupati and Wakil Bupati (the head and vice head of 
the regency) in Gianyar Regency and Klungkung Regency. 
 




Pemerintah kembali menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
secara serentak sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas dan 
rahasia, jujur dan adil (luberjurdil) sesuai dengan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945. Pilkada merupakan tanggung jawab seluruh Komponen 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat dapat 
menggunakan hak pilihanya sesuai hati nurani tanpa tekanan dari siapapun 
serta mendapatkan informasi yang jelas dan konprehensip atas tahapan, 
profil/figur serta kapasitas Paslon (pasangan calon). 
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Pelaksanaan Pilkada secara serentak merupakan amanat dari 
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Daerah-
daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia tahun 
2018 adalah sebanyak 171 daerah terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, 
dan 39 kota. Pilkada serentak di Provinsi Bali tahun 2018 yang mencakup 
juga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, adalah pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Gianyar serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Klungkung. 
Pilkada merupakan proses demokrasi di tingkat daerah, sehingga 
kontestasi ini diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa 
kemajuan bagi daerahnya masing-masing. Hal ini menjadi harapan kita 
bersama sebagai masyarakat Bali. Apabila proses Pilkada berjalan dengan 
baik dan semua pihak saling mendukung maka Pilkada dapat menghasilkan 
pemimpin yang baik. Selain menghasilkan pemimpin yang baik, 
penyelenggaraan Pilkada juga menggambarkan bagaimana demokrasi di 
daerah berjalan baik dan berkualitas. Itu merupakan harapan kita bersama 
sehingga kita semakin dewasa, santun, berintegritas, dan demokrasi akan 
tumbuh semakin baik. Hal ini membutuhkan rasa kebersamaan untuk 
mensukseskan pelaksanaan Pilkada yang semakin berkualitas. Suksesnya 
penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Bali tahun 2018 juga dipengaruhi oleh 
kinerja yang baik dari aparat pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat 
keamanan dan yang lainnya. Para pemimpin daerah seharusnya ikut 
melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk menyukseskan Pilkada. Di 
samping itu, para peserta dan elit politik juga bertanggung jawab untuk 
mewujudkan suksesnya pelaksanaan Pilkada.  
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Dengan kata lain bahwa indikator untuk mewujudkan Pilkada 
serentak tahun 2018 yang berkualitas antara lain seperti indepedensi 
penyelenggara Pilkada daerah, pentingnya indepedensi birokrasi, partisipasi 
pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan 
pilihannya, peserta pemilu melakukan proses penjaringan bakal calon yang 
demokratis dan berkualitas serta tidak menggunakan politik uang, dan 
terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan demokratis oleh masyarakat, 
memiliki legitimasi yang kuat dan berkualitas. 
Bila proses demokrasi tersebut berjalan dengan sempurna, maka 
kepala daerah yang dihasilkan dari proses tersebut adalah kepala daerah 
yang diharapkan masyarakat, yang mampu memajukan daerahnya. Selain 
kerjasama antar semua pihak Pilkada juga harus dilaksanakan sesuai 
tahapan dan tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pelaksanaan demokrasi melalui Pilkada serentak di Provinsi Bali 
tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 pada 
prinsipnya telah berjalan aman, lancar, dan sukses. Dari sisi partisipasi 
pemilih cukup besar yaitu 72,09%. Dari sisi pelaksanaan, Pilkada berjalan 
lancar, aman dan tertib termasuk dari aspek kesiapan dan pendistribusian 
logistik sudah berjalan dengan lancar sesuai mekanisma dan waktu yang 
telah ditentukan. Suksesnya Pilkada serentak tahun 2018 juga tidak terlepas 
dari peran Kepolisian, TNI, BIN, dan Satpol PP yang mendukung keamanan 
dan kenyamanan penyelenggaraan Pilkada tersebut. Tentunya tidak kalah 
pentingnya suksesnya pelaksanaan Pilkada yang disebabkan oleh peran 
Penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Jajarannya 
dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya, Kesbangpol 
Provinsi Bali dan jajarannya serta unsur media serta masyarakat dan pihak-
pihak terkait lainnya. 
Ada pun dukungan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada tahun 
2018 berupa pertama, dukungan data kependudukan. Dukungan data 
kependudukan telah dilakukan kesepakatan melalui MoU dan PKS antara 
Kementerian Dalam Negeri dengan KPU dalam rangka pemanfaatan dan 
akses data kependudukan secara online.  
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Kedua, dukungan koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
Pilkada. (a) Memetakan dan mengelola potensi konflik. Telah dilakukan 
bersama Bawaslu dan pihak terkait untuk memetakan dan mengelola potensi 
konflik, pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaran Pilkada dengan 
harapan sebagai bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, dan tercegah. 
(b) Melakukan kajian dan analisis. Melakukan kajian dan analisis untuk 
memenuhi kebutuhan publik dan stakeholders akan informasi yang akuran 
dan valid. (c) Melakukan koordinasi. Melakukan koordinasi dengan pihak TNI 
dan Polri dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, 
ketenteraman, yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Mendagri. (d) 
Memantapkan koordinasi. Memantapkan koordinasi horizontal dan vertical 
pada aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada tahun 
2018.  
 
Ketiga, dukungan teknis kelancaran penyelenggaraan Pilkada. (a) 
Pembentukan regulasi teknis pelaksanaan Pilkada. (b) Sosialisasi Pilkada. 
(c) Monitoring kelancaran pelaksnaan tahapan Pilkada. (d) Pembentukan 
desk Pilkada di setiap daerah. (e) Meningkatkan pengawasan, pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak secara berkelanjutan. (f) 
Kelancaran transportasi pengiriman logistik.  
Keempat, dukungan peningkatan partisipasi pemilih. (a) Sosialisasi 
teknis pemilihan oleh SKPD terkait, pemerintah daerah yang melaksanakan 
Pilkada melalui SKPD wajib menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat. (b) 
Menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara, 
dengan menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan pemungutan suara agar 
pemilih dapat menggunakan hak pilihannya. (c) Memberikan pemahaman 
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kepada pemilih untuk peduli dan berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada, 
agar masyarakat bisa mendapatkan iklim yang kondusif pada saat pesta 
rakyat di Provinsi Bali. (d) Mensosialisasikan pentingnya Pilkada melalui 
media cetak dan elektronik yang menjadi penentu bagi tingkat partisipasi 
pemilih dalam Pilkada.  
Kelima, menjaga netralitas ASN di daerah. (a) Borkoordinasi dengan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (b) 
Menegakkan sanksi terhadap pelanggaran ASN. (c) Menegakkan larangan 
menggunakan fasilitas pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye. (d) 
Menyebarluaskan aturan terkait netralitas ASN. Terhadap ASN yang 
melanggar disiplin netralitas berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara akan menjatuhkan 
sanksi terhadap PPK. 
 
PEMBAHASAN  
Penyelenggaraan Pilkada di Bali didukung dengan pendanaan yang 
bersumber dari APBD Daerah masing-masing, yaitu Pilkada untuk Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Bali: Dana Pilkada untuk KPU Provinsi Bali 
sebesar Rp. 185.313.126.000,00, Dana Pilkada untuk Bawaslu Provinsi Bali 
Rp 39.000.000.000,00, Dana Pilkada untuk Polda Bali Rp 
50.000.000.000,00, dan dana Pilkada untuk Korem 163 Wira Satya Rp 
5.000.000.000,00. 
Dalam tahapan Pilkada serentak yang telah dijadwalkan terdapat 
masing-masing dua pasangan calon yang mendaftar dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Klungkung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung.  
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018, 
pasangan calon nomor urut 1 adalah dengan nama pasangan calon: Calon 
Gubernur Bali: Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. dan Calon Wakil Gubernur Bali: 
Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana, Sukawati, M.Si., didaftarkan oleh Dewan 
Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain 
Gabungan Partai Politik yang meliputi: Partai Demokrasi Indonesia 
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Perjuangan dengan perolehan 24 kursi/882.555 suara sah, Partai Amanat 
Nasional dengan perolehan 1 kursi/ 26.005 suara sah, Partai Keadilan dan 
Persatuan Indonesia dengan perolehan 1 kursi/55.966 suara sah, dan Partai 
Hati Nurani Rakyat perolehan 1 kursi/109.973 suara sah. Jumlah 
keseluruhan kursi atau suara sah sebanyak 27 kursi, telah memenuhi syarat 






















Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dengan nama pasangan 
calon: Calon Gubernur Bali: Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE, M.Si, 
dan Calon Wakil Gubernur Bali: Drs. I Ketut Sudikerta didaftarkan oleh 
Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan 
lain gabungan partai politik yang meliputi Partai Golkar dengan perolehan 11 
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kursi, Partai Demokrat dengan perolehan 8 kursi, Partai Gerakan Indonesia 
Raya dengan perolehan 7 kursi, dan Partai NasDem dengan perolehan 2 
kursi. Jumlah keseluruhan sebanyak 28 kursi dan telah memenuhi syarat 
pencalon atau paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi Bali, 
sebanyak 11 kursi. 
Setelah dilaksanakan Kampanye dari tanggal 15 Pebruari sampai 
dengan 23 Juni, selanjutnya pemilihan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 
2018 dan dari perhitungan cepat melalui situng KPU maka didapatkan 
gambaran sebagai berikut. 
Hasil perhitungan (situng) cepat Pilkada serentak tahun 2018 dengan 
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Sumber Data: Situng KPU. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 






133 42 133 110 48 601 85 74 314 1,540 
P
R 














86 29 45 80 26 65 57 62 121 571 
P
R 




176 49 82 122 41 95 78 102 197 942 
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Sumber Data : KPU Provinsi Bali 
 
KESIMPULAN 
Pilkada tahun 2018 dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam 
membangun kualitas demokrasi di daerah, mengharuskan adanya 
independensi antar komponen stakeholder secara menyeluruh, sehingga 
upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi segenap jajaran perlu senantiasa 
dilakukan dan dimantapkan. Perlu dilaksanakan sosialisasi serentak 
diberbagai level atau strata sosial masyarakat, sehingga seluruh lapisan 
masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemungutan suara. 
Untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas maka diawali dengan 
Pilkada yang berkualitas, melalui mekanisme dan tahapan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
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DAFTAR PUSTAKA  
https://infopemilu.kpu.go.id. 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.  
Majalah Media Praja Kementerian Dalam Negeri edisi 1 tahun 2017.  
PKPU nomor 1-5 tentang Pilkada serentak tahun 2018.  
PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. 
PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan 
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2018. 
PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota Tahun 2018. 
PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota Tahun 2018. 
PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota Tahun 2018. 
 
 
 
 
 
 
